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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia terdapat banyak macam pekerajaan yang mana sebuah 

pekerjaan itu berlandasan dari sebuah profesi dan non profesi. Untuk seorang Notaris termasuk di 

dalam pekerjaan profesi yang mana profesi itu diartikan sebagai seseorang yang memiliki keahlian 

khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Notaris sebagai profesi merupakan pejabat umum 

yang memilki suatu keahlian dibidang hukum, khususnya hukum perdata yang mengenai 

pembuatan akta otentik, perjanjian dan sesuai yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. 

Pancasila dan Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 menjamin keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi 

seluruh rakyat Indonesia, contoh salah satu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum 

adalah adanya bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat 

umum. 

Seseorang bisa dikatakan Notaris apabila telah menempuh pendidikan tinggi yang mana 

untuk menjadi Notaris diperlukan ilmu yang dipelejari saat menjadi mahasiswa yang lulus dari 

sarjana hukum, namun juga harus melanjukan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu 

bidang strata 2 (dua) dengan jurusan program studi kenotariatan. Di Indonesia untuk melanjutkan 

studi strata 2 (dua) diperlukan lulusan strata 1 (satu) yang perguruan tingginya memiliki akreditasi 

minimal B, untuk program studi kenotariatan di Indonesia hanya terdapat di beberapa perguruan 

tinggi saja misalnya Univeristas Indonesia. Untuk     bisa diterima di perguruan tinggi yang 

diminati mahasiswa yang telah lulus dari strata satu, biasanya perguruan tinggi tersebut akan 

menerima mahasiswa bidang program studi kenotariatan dengan cara melakukan beberapa tes 
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akademik dan wawancara. Apabila mahasiswa tersebut diterima di perguruan tinggi dengan 

program studi kenotariatan biasanya untuk menempuh pendidikan perlu waktu selama 2 tahun 6 

bulan, selama menjalankan pendidikan program studi kenotariatan mahasiswa banyak 

mempelajari tentang Notaris, tanggung jawab Notaris dan larangan Notaris supaya kelak nanti bisa 

menjadi Notaris yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur. Setelah berhasil lulus dari 

program studi kenotariatan mereka tersebut belum langsung bisa menjadi seorang notaris 

dikarenakan sebelum jadi Notaris harus diwajibkan untuk menyelesaikan magang 2 tahun di kantor 

Notaris dengan catatan kantor tempat dimana magang tersebut notarisnya sudah memiliki 

pengalaman kerja kurang lebih 5 tahun, mereka yang bertujuan untuk menjadi Notaris juga 

mengikuti seminar – seminar untuk memperoleh poin yang biasanya diadakan oleh Ikatan Notaris 

Indonesia (INI). Apabila seseorang telah mengikuti syarat – syarat yang telah ditentukan, maka 

baru seseorang dilakukan pengangkatan. 

 Di dalam menjalankan tugas Notaris dihadapkan dengan berbagai banyak kasus – kasus 

yang melibatkan beberapa pihak dengan Notaris, Kasus – kasus yang biasa  ditangani oleh Notaris 

biasanya berupa perjanjian, pembuatan surat wasiat dan lain – lain. Notaris bertanggung jawab 

kepada semua akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan 

kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Itu merupakan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). 

 Apabila ingin melakukan pembuatan sebuah akta, orang yang berkepentingan tersebut 

harus datang sendiri, berdua atau lebih  ke kantor Notaris yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan hukum. Para penghadapan yang ingin membuat sebuah akta harus melengkapi 
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syarat – syarat pembuatan akta tergantung kepada penghadap yang ingin membuat akta seperti 

apa, karena sebuah akta dibuat berdasarkan kesepakatan penghadap yang ingin melakukan 

perjanjian untuk dibuatkan kedalam sebuah akta. Jika para penghadap telah setuju dengan hasil 

yang mereka sepakati barulah akta akan dibuat dengan sesuai permintaan penghadap. Akta yang 

akan dibuat memilki komponen yaitu: 

1. Awal Akta atau Kepala Akta 

a. Judul akta 

Judul akta, seperti Risalah Rapat, Jual Beli Bangunan, Pendririan Perseroan Komanditer, 

dan Kuasa Menjual tidak diharuskan dalam Peraturan Jabatan Notaris, tetapi menurut 

UUJN, merupakan bagian yang ada pada awal atau kepala akta. 

b. Nomor akta 

Nomor Akta merupakan bagian yang harus dimuat pada bagian awal atau kepala dan sudah 

kebiasaan di dunia kenotariatan. 

c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun 

Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun harus dimuat di bagian awal atau kepala akta dan 

merupakan salah satu syarat agar suatu akta merupakan akta autentik. 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris 

Awal akta atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, baik 

untuk akta pihak (partij) maupun akta berita acara (relaas).  

2. Badan Akta 

a. Nama Lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan orang mereka wakili. 

b. Keterangan Mengenai kedudukan bertindak penghadap 
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1) Kecakapan dan kewenagan bertindak 

2) Ketidakcakapan dan ketidakwenangan bertindak 

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan 

1) Akta pihak (partij) 

2) Akta berita acara (relaas) 

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan , kedudukan , dan tempat 

tinggal tiap – tiap saksi pengenal. 

3. Akhir atau Penutup Akta 

Pada bagian akhir atau penutup akta harus disebutkan pula uraian tentang adanya 

perubahan yang terjadi dalam pembuataan akta yang dapat berupa penambahan, 

pencoretan, atau penggantian.1 

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat langsung oleh pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam hubungan hukum antara mereka, mereka yang 

dimaksud adalah orang- orang yang datang langsung menemui atau pergi ke tempat Notaris 

terdekat. Semua orang tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka di tempat yang mereka 

kehendaki, namun mereka hanya bisa menyelesaikannya di tempat yang telah ditentukan karena 

wilayah kerja Notaris itu tidak mencakup seluruh daerah melainkan dibagi ditiap – tiap wilayah 

yang kecil saja. 

Dalam melakukan sebuah perjanjian maka diperlukan identitas penghadap, saksi dan 

Notaris. Perjanjian yang telah disepakati antara Penghadap akan dibuatkan oleh Notaris dalam 

bentuk akta yang sifatnya saling mengikat antara Penghadap, saksi dan Notaris. Setelah akta dibuat 

dengan mamasukan data yang diberikan oleh penghadap secara benar, maka Notaris akan 

 
1 Herlien Budiono, 2013, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, cetakan ke - 1, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 13. 
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melakukan pemanggilan terhadap penghadap untuk mendengarkan isi akta yang dibacakan oleh 

Notaris di depan penghadap dan saksi. Apabila akta yang dibacakan semuanya tidak ada kesalahan 

penulisan atau penambahan maka akta tersebut sah menjadi akta Notaris setelah penghadap merasa 

sepakat dengan isinya dan penghadap juga telah menandatangani akta tersebut. Apabila terdapat 

kesalahan seperti nama penghadap yang ketinggalan satu huruf di dalam identitas yang telah 

diberikan, maka penghadap harus memperbaiki identitas nama tersebut ke catatan sipil supaya 

pembuatan akta berlanjut dan sah. Semua Keputusan tentang pembetulan dan penambahan pada 

akta yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh pegawai catatan sipil dalam 

daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah dikeluarkan dan setiap perbaikan harus 

diberikan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan – ketentuan aturan catatan 

sipil. 

Sebuah akta mengharuskan menggunakan bahasa yang lebih mengkhususkan di dalam 

lingkungan dunia kenotariatan dengan sedapat mungkin tetap tunduk pada tata bahasa umum. 

Karena itu, sebaiknya bahasa akta pun mengikuti laras bahasa hukum yang mempunyai gaya 

khusus yang ciri – ciri seperti keresmian dan terpelajar. Bahasa akta harus menggambarkan 

bermacam – macam aktivitas para penghadap secara jelas tanpa dapat ditafsirkan, sehingga tidak 

mangandung arti keraguan. Menurut Pasal 48 sampai dengan pasal 50 UUJN diatur apabila 

terdapat penulisan atau kata oleh Notaris yang membuat akta tersebut sulit dipahami yakni 

perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat 

dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diberi paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh 

penghadap, saksi dan Notaris. 

Wewenang di dalam membetulkan kesalahan tulis dan ketikan oleh Notaris terdapat pada 

Pasal 51 UUJN, yaitu: 



 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan ketik yang 

terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. 

2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, 

saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang 

hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita 

acara pembetulan. 

3. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan 

kepada para pihak. 

4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan 

suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan 

dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian 

biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. 

 Kesalahan yang terjadi di dalam pembuatan akta yang sudah ditanda tangani oleh beberapa 

pihak merupakan tanggung jawab Notaris untuk melakukan penambahan dan pembetulan. Arti 

penambahan yaitu apabila suatu perjanjian yang telah dibuat sudah memenuhi syarat dan telah 

dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan saksi, ternyata ada perjanjian yang ingin 

ditambah oleh para penghadap yang mana 2 (dua) orang tersebut telah menyepakati untuk 

menambah perjanjian mereka ke dalam sebuah akta yang telah dibacakan oleh Notaris. Sedangkan 

arti pembetulan yaitu apabila 2 (dua) orang penghadap telah menyepakati sebelumnya dengan 

perjanjian yang terdapat di dalam akta berupa nominal angka yang ingin diubah atau berupa tulisan 

yang salah. Di sini Notaris berhak atau sah dalam melakukan penambahan dan pembetulan sebuah 

akta yang telah disepakati dan disaksikan oleh para saksi. 
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Pada saat penambahan dan pembetulan sebuah akta Notaris biasanya melakukan 

pencoretan 1 garis atau lebih di tempat yang diduga terjadi kesalahan penulisan, setelah dicoret 

maka akan dibuat yang benar di sebelah kiri bagian akta yang dicoret dengan cara pengetikan ulang 

oleh Notaris. Jika ingin melakukan penambahan kalimat di dalam sebuah akta juga dibuat di bagian 

kiri akta dengan tidak melakukan pecoretan. Setelah dilakukan penambahan dan pembetulan isi 

akhir akta akan menjelaskan bagaimana akta itu melakukan penambahan dan pembetulan.  

Hal – hal yang membuat bagaimana pembuatan penambahan dan pembetulan sebuah akta 

yang terjadi kesalahan guna untuk menjadikan akta tersebut sah dan bisa menjadi alat bukti otentik 

nantinya. Kesalahan substantif tidak dapat dalam suatu akta tidak akan memberikan sanksi apapun 

kepada Notaris yang membuatnya.2 Melakukan penambahan dan pembetulan juga guna untuk 

mencocokan minuta akta dengan salinan akta karena minuta akta dan salinan akta harus sama 

sesuai dengan UUJN. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENAMBAHAN DAN 

PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rincian latar belakang di atas bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang 

akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaiamana bentuk tanggung jawab seorang Notaris dalam penambahan dan pembetulan 

akta Notaris? 

2. Bagaimana cara Notaris melakukan penambahan dan pembetulan akta Notaris? 

 
2 Prajitno A., Wijaya P. A., ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang 

dilakukan oleh Notaris Penggantinya’. Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, Volume 23, 

Nomor 2, Mei 2018, hlm. 120. 



 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Notaris terhadap dalam penembahan dan 

pembetulan akta Notaris. 

2. Untuk mengetahui cara melakukan penambahan dan pembetulan akta Notaris. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh sipenulis yaitu yuridis sosiologis. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara mencari data di lapangan untuk mendapatakan data primer, untuk 

menjawab pertanyaan yang akan dipertimbangkan, penulis melakukan studi kepustakaan dan 

memperoleh data sekunder. 

2. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.  Data primer 

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh narasumber atau 

informan di lapangan melalui wawancara kepada seseorang Notaris, para penghadap 

dan saksi di dalam sebuah pembuatan akta notaris. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data – data yang terolah serta diperoleh dari studi kepustakaan 

dan juga bisa di dapatkan dari jurnal – jurnal yang mengenai penambahan dan 

pembetulan sebuah akta oleh Notaris. Di bawah ini adalah bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yaitu: 
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, seperti: 

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) 

b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

c) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 

2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, seperti: 

a) Buku –  Buku tentang Hukum perdata 

b) Jurnal Hukum mengenai Notaris  

c) Akta Notaris 

3. Teknik pengumpulan data 

Supaya mendapatkan hasil penelitian ini, diperlukan adanya data yang jelas dan lengkap. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih yang melibatkan secara 

langsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data – data 

yang berupa informasi. 

 Wawancara terhadap informasi sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan 

tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian, menurut Bogdan dan Biklen 1982 
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wawancara adalah percakapan yang bertujuan biasanya antara dua orang (tetapi kadang – 

kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.3 

 Prosedur melakukan wawancara, pertama – tama dimulai dengan percakapan bersifat 

pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dengan subyek, 

dimulailah membicarakan persoalan yang diharapakan dengan memberitahu tujuan 

penelitian serta menyakinkan subyek bahkan apa yang dibicarakan akan di rahasiakan.4 

 Di dalam wawancara kita harus memperhatikan unsur – unsur yaitu: 

1) Ucapan salam pertemuan, kadang – kadang salam sama dengan pertemuan biasa untuk 

membuat suasana akrab. 

2) Punya maksud yang jelas dan dikemukakan kepada informan yang menjadi lawan 

bicara.5 

b. Studi dokumen 

 Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pada data tertulis 

dengan menganalisis dokumen yang telah diperoleh dilapangan lalu dimasukan kedalam 

penelitian. 

4. Analisis data 

 Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis secara 

kualitatif yang mana data yang diperoleh tidak berbentuk angka – angka  tidak memerlukan 

persentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi table. Analisis ini 

berbentuk kalimat atau uraian – uraian yang menyeluruh dengan gejala dan fakta yang terdapat 

di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang di angkat, semua hasil penelitian 

 
3 Salim dan Syahrum, 2012, Metode Penelitian Kualitatif, Ciptapustaka Media, Bandung, hlm. 119. 
4 ibid 
5 Ibid, hlm. 120. 
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dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang terkait, setelah itu di rumuskan 

dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan 

– permasalahan dalam penelitian.6 

 

 
6 Amirudin dan Aikin zainal, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53. 


